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ABSTRAK

Larangan persekongkolan tender diatur baik dalam UU No. 5 Tahun 1999 maupun
Perpres No. 12 Tahun 2021. KPPU hanya berwenang untuk melakukan
pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang terindikasi persekongkolan tender. Di
dalam putusan persekongkolan tender antara Putusan KPPU dengan Putusan
Pengadilan terdapat perbedaan dalam menegakkan hukum terhadap organ
pengadaan yang terlibat dalam persekongkolan tender. Dalam penelitian ini
membahas mengenai ratio decidendi pembatalan Putusan KPPU tentang
persekongkolan tender oleh Putusan Pengadilan dalam upaya harmonisasi putusan
persekongkolan tender dan tanggung jawab secara proporsional dari organ
pengadaan dalam persekongkolan tender. Hasil penelitian akan menunjukkan
bahwa KPPU tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus organ pengadaan
yang terlibat dalam persekongkolan tender pengadaan barang/jasa pemerintah serta
tanggung jawab organ pengadaan secara proporsional berdasarkan batasan
wewenang dari masing-masing organ pengadaan yang terlibat dalam setiap proses
tendernya. Selain itu, persekongkolan tender juga menimbulkan pemutusan pada
kontrak pengadaan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dan Penyedia.

Kata Kunci: Harmonisasi, Putusan Persekongkolan Tender, Organ
Pengadaan, Tanggung Jawab.
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ABSTRACT

The prohibition of bid rigging is regulated in UU No. 5 Tahun 1999 and Perpres
No. 12 Tahun 2021. KPPU is only authorized to carry out examinations of business
actors who are indicated to be in bid rigging. In the tender conspiracy decision
between the KPPU's Decision and the Court's Decision, there are differences in
enforcing the law against the procurement organs involved in tender conspiracy.
This study discusses the ratio decidendi of the cancellation of the KPPU's decision
on tender conspiracy by a Court Decision in an effort to harmonize the decisions
of tender conspiracy and the proportional responsibility of the procurement organ
in tender conspiracy. The results of the study will show that KPPU is not authorized
to examine and decide on the procurement organs involved in the conspiracy to
tender for the procurement of government goods/services and the responsibility of
the procurement organs proportionally based on the limits of authority of each
procurement organ involved in each tender process. In addition, bid rigging also
results in the termination of the procurement contract that has been signed by
Pejabat Penandatanganan Kontrak and the Provider.

Keywords: Harmonization, Tender Conspiracy Decisions, Procurement Organs,
Responsibility.

X
SKRIPSI PENEGAKAN HUKUM PENG... DELFIRAR.



DAFTAR PUTUSAN

BAB | PENDAHULUAN

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR ISI

Latar BelaKang..........cccoeviireiiiieciie e

Rumusan Masalah..........coooeooeieeeeee e

1.5.1 Tipe penelitian hukum ...........ccccoovvieiiie i,
1.5.2 Pendekatan Masalah .............ccccooveiiiiiiniiiic
1.5.3  Sumber Bahan hukum............cccooiniiiniiiiie
1.5.4 Metode Pengumpulan Data...........ccccccevveiiieeecinnennn,
1.5.5 Analisis Bahan HUKUM ...........cccooeiiiiiiiii

Pertanggungjawaban Sistematika..............ccccoeveeiiiiineciinnnnn.

Xi

SKRIPSI PENEGAKAN HUKUM PENG...

DELFIRAR.



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB Il PEMBATALAN PUTUSAN KPPU OLEH PENGADILAN DALAM
UPAYA HARMONISASI PUTUSAN PERSEKONGKOLAN TENDER..... 18
2.1 Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.......... 18
2.2 Sifat Sui Generis Hukum Pengadaan Barang/Jasa terhadap Persaingan Usaha
dalam Persekongkolan TeNEr ..........c.ooiiiiiiiiiieiie s 32

2.2.1 Penerapan Asas Preferensi Lex Specialis Derogat Legi Generali

Terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa dan Persaingan Usaha........... 39
2.3 Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Putusan KPPU
Dalam Upaya Harmonisasi Putusan Persekongkolan Tender...........ccccccccvevvnnn. 42
N I 53
TANGGUNG JAWAB POKJA, PPK, DAN PELAKU USAHA DALAM
PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA PROPOSIONAL TERHADAP
SANKSI YANG DITERIMA ... e 53
3.1 Fungsi dan Kewenangan Pokja dan PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa
Terkait dengan Pencegahan Persekongkolan Tender ............ccccceeviveiiiie e, 53
3.2 Bentuk Tanggung Jawab Pokja, PPK, dan Pelaku Usaha dalam

Persekongkolan Tender Secara Proporsional Terhadap Sanksi Yang Diterima ... 63

BAB IV s 74

PENUTUP L.t 74

4.1 KESIMPUIAN.......eiiiiiieece e 74

4.2 SAFAN ..t 74

DAFTAR BACAAN ...t 76
xii

SKRIPSI PENEGAKAN HUKUM PENG... DELFIRAR.



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 33)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahusn 2021 Nomor 54)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155)

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)

xiii
SKRIPSI PENEGAKAN HUKUM PENG... DELFIRAR.



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barag/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui

Penyedia

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa

Xiv
SKRIPSI PENEGAKAN HUKUM PENG... DELFIRAR.



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR PUTUSAN

Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-1/2020.

Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-1/2016.

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2007

Putusan Pengadilan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN-NIAGA.SBY.

Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.Sus-KPPU/2018/PN.Pbr.

Putusan Pengadilan Nomor 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn.

XV
SKRIPSI PENEGAKAN HUKUM PENG... DELFIRAR.



